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Hibah Jadi Temuan

DPRD Minta Konsep
-Hibah Jelas

Mangupura (Bali Post) - i DESC S AR ":,_‘ :

Rencana penerapan e-hibah di Kabupaten Badung menjadi perhatian serius jajaran wakil
rakyat di DPRD Badung. Mereka meminta pihak eksekutif membuat konsep e-hibah dengan
jelas, sehingga tidak terjadi penyimpangan.

ARIIDRNLt QIX B

“Ini (e-hibah — red) bentuknya
harus jelas. Setelah jadi, harus
disosialisasikan dulu kepada selu-
ruh masyarakat Badung, termasuk
kita di dewan, sehingga paham
mekanismenya bagaimana,” ujar
Ketua DPRD Badung Putu Par-
wata, Selasa (6/2) kemarin.

Politisi asal Dalung itu ber-
harap pengembangan aplikasi
elektronik hibah mampu men-
ertibkan dan menata pemberian
hibah. Sebab, transparansi mela-
lui sistem elektronik untuk hibah
dan bansos sangat dibutuhkan
agar penyaluran dapat tepat
sasaran. “Penerapan sistem e-hi-
bah juga bertujuan memastikan
penyaluran dana tepat sasaran,”
tegasnya. TR

Sekda Badung I Wayan Adi Ar-
nawa mengatakan, dengan penera-
pan e-hibah proses pengajuan hibah
menjadi lebih tertib dan tidak boleh
ada tawar-menawar. Sebab, sistem
ini tidak main-main dan tidak boleh
ada tawar-menawar lagi. “Waktu
persyaratan termasuk mungkin
kalau ada kelompok masyarakat
yang sudah dua kali berturut-turut
secara otomatis sistemnya akan
menolak, jadi sudah on the track,”
ujarnya.

Mantan Kadispenda Badung
ini menambahkan, e-hibah meru-
pakan upaya perbaikan dengan
tetap mengacu pada peraturan
yang berlaku. “Proses apa pun
yang kemarin terjadi, kita segera
selesaikan. Bagaimana memban-

gun sistem yang bagus tanpa men-
inggalkan yang di tahun 2018,”
katanya.

Adi Arnawa mengatakan ada
kesamaan pandangan antara
eksekutif dan legislatif terkait
pencairan hibah, sehingga ban-
tuan ini aman dan nyaman bagi
semua pihak. Ia juga berharap
para penerima hibah taat asas
dan mengikuti aturan pencairan
hibah, sehingga bantuan ini tidak
menjadi masalah hukum di kemu-
dian hari. “Kami sangat berterima
kasih dan memberikan apresiasi
karena dengan rapat ini kita bisa
menyamakan persepsi dan pan-
dangan terkait pola pencairan
hibah di Kabupaten Badung,”
tegasnya. (kmb27)
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Kelas I B sebagai titipan

Kepala Rutan Negara
Kelas II B Purniawal saat
Eikonfirmasi, Selasa (6/2)

emarin, membenarkan
pihaknya telah menerima
dua tahanan titipan dari
Kejaksaan Negeri (Kejari)
Jembrana tersebut. Sesuai
prosedur, tahanan yang
baru masuk ini akan ditem-
patkan di ruangan mapenal-

-

Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Ka
Riyadi langsung ditahan. Tersangka pun ditahan di Rumah Tahanan (Rutan)
dari jaksa. Begitu juga tersangka Nengah Darna. Kedua
busi Terminal Manuver Gilimanuk ini kini

tersangka kasus dugaan korupsi retri
lan lingkungan (mapenaling).

ditempatkan di ruangan masa pengena

adis Kominfo
Ditahan
di Rutan Negara

 Ditempatkan di Ruangan Mapenaling

engah jam dan ditetapkan sebagai tersangka, Kepala

ing. Nantinya, akan dipin-
dahkan ke ruang tahanan
yang lebih luas. “Sekarang
masih di kamar mapenaling.
Keduanya:dalam keadaan
sehat. Tadi (kemarin - red)

~baru saja dicek dokter,” ujar

Purniawal.~ b - 4

Sementara itu, Kasi Pid-
sus Kejari Jembrana Made
Pasek Budiawan saat dit-

tersangka oleh Kejaksaan

bupaten Jembrana IGN Putra

anya mengenai perkemban-
gan kasusnya mengatakan
pihaknya masih terus men-
dalami kasusnya. Ia men-
erangkan, tidak menutup
kemungkinan akan ada ter-
sangka lainnya dalam kasus

ini. Untuk kedua tersangka

ini, katanya, dijerat dengan
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal
3 UU No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dan
ditambah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang perubahan
atas Undang-undang No. 31
Tahun 1999 tentang Pem-
berentasan Tindak Pidana
Korupsi. “Kita lihat fakta
di persidangan nantinya,”
ucap mantan Kasi Pidsus
Kejari Klungkung ini.

Gk Seperti berita sebelumnya,
Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika (Kominfo)
Kabupaten Jembrana, PR,
akhirnya ditetapkan sebagai

=i\

Negeri (Kejari) Jemkran
Senin (5/2). Tak hanya-itu,
PR juga langsung ditah#
setelah menjalani pemerik-
saan selama satu setengah
jam di ruang penyidik Seksi
Pidana Khusus (Pidsus), P
ditetapkan sebagai tersang
dan ditahan dalam kasus
dugaan penyimpangan re-
tribusi Terminal Manuver
Gilimanuk. Selain pejabat es-
elon IT di Pemkab Jembrana
ini, Kejari juga menahan
tersangka sebelumnya yakni
yang saat itu menjabat
sebagai Kepala Koordinator
Terminal Manuver Gilima-

-nauk. (kmb26)
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Kasus Korupsi Lahan Tahura
Lahan Sinarmas
Disita Negara

Denpasar (Bali Post) -

Sempat tertunda beberapa kali, tuntutan
atas perkara korupsi lahan tahura di Jalan

By-Pass Ngurah Rai, Suwung Batan Kendal,

Denpasar Selatan, Selasa (6/2) kemarin, akh-
irnya dibacakan. Saat sidang di Pengadilan
Tipikor Denpasar, JPU Gede Budi Suardana

dan kawan-kawan menuntut dua terdakwa .

yakni I Wayan Suwirta yang mengklaim seb-
agai pemilik lahan dan I Wayan Sudarta alias
Agus yang mengurus pensertifikatan dengan
hukum yang berbeda.

Menariknya, dalam surat tuntutan jaksa
juga disebutkan bahwa lahan yang sudah
dibangun Bank Sinarmas juga disita oleh
negara. Pasalnya, dari 853 meter persegi la-
han, 712 meter persegi di antaranya diklaim

Dalam berkas dan persidangan secara
terpisah, pertama yang didudukan di kursi
pesakitan adalah terdakwa Suwirta. Jaksa
pada pokoknya menyatakan Suwirta tidak
terbukti dalam dakwaan primer. Namun ter-
bukti bersalah dalam dakwaan subsider, yakni
melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor.
Terdakwa kemudian dituntut selama dua

tahun penjara, dikurangi sepenuhnya selama -

terdakwa berada di dalam tahanan. Di samp-
ing itu, jaksa juga mengatakan uang Rp 100
juta yang dititipkan terdakwa dikembalikan
pada terdakwa. Masih dalam surat tuntutan-
nya, JPU dari Kejati Bali itu menuntut Suwirta
dengan pidana denda Rp 100 juta, subsider tiga
__bulan kurungan. R

Sedangkan tuntutan untuk terdakwa
Sudarta alias Agus sedikit lebih berat. Dia
dljemtpgasalyangsama, namun beda tuntutan.
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar,
Sudarta yang berperan mengurus sertifikat di-
tuntut dengan pidana penjara 2,5 tahun. Uang
Rp 100 juta yang dititipkan juga dikembalikan.
Terdakwa juga dibebankan membayar denda
Rp 100 juta, apabila tidak membayar maka

nti pidana lima bulan kurungan. (kmb37)

i

Bali Postkmb37
TUNTUTAN - Suwirta bersama kuasa
hukumnya seusai mendengar tuntutan

: f?dri JPU, Selasa (6/2) kemarin.
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l\ Puluhan Sekolah Kekurangan Sarana Pendidikan

Tahun Ini, Pengadaan Dianggarkan

" Rp5 Millar

Semarapura (Bali Post) -

Kasi Kelembagaan Sarana
dan Prasarana Bidang Pembi-
naan Pendidikan Dasar Dinas
Pendidikan Klungkung Nyo-
man Sukadana menjelaskan

SD mencapai 150 yang terse-
bar di Kecamatan Klungkung,
Banjarangkan, Dawan dan
Nusa Penida. Dari jumlah
itu, sekitar 90 sekolah masih
kekurangan sarana pendidi-
kan. Seperti peraga olahraga,
mata pelajaran matematika,
dan Ilmu Pengetahuan Alam
(IPA). “Sebagian besar sa-
rana pendidikannya belum
memadai,” ungkapnya, Selasa
(6/2) kemarin. ;- o+
- - Di tengah situasi seperti
itu, proses belajar mengajar
untuk sementara memanfaat-
kan sarana yang diadakan
pada 2010. Pengadaannya

sesuai data terakhir, jumlah

yang baru dilaksanakan ta-
hun ini dengan Anggaran
Pendapatan Be I{xja Daerah
(APBD) sebesar Rp 5 miliar.
“Sekolah ini fih memiliki
sarana pendidikan. Tetapi ada
yang rusak. Tidak bisa di-
pakai. Dengan anggaran itu,
pemenuhannya bisa tuntas,”
sebutnya. J b |
Sementara itu, terkait den-
gan pengadaan buku per-
pustakaan, dinyatakan baru
menyasar 44 sekolah yang
dananya berasal dari pemerin-
tah pusat. Kekurangan ruang
guru atau ke

pala sekolah

o8

3) juga
masih membelit sejumlah

sekolah. LR &

Guna mengatasi hal itu,
masih dilakukan dengan me-
nyekat ruang kelas untuk

e Bt Sdiuga Fond

Puluhan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Klungkung kekurangan sarana
pendidikan. Atas kondisi itu, tahun anggaran 2018 ini pemkab mengalokasikan
miliaran rupiah untuk pengadaan. Hal tersebut masih dalam tahap proses. Selain
itu, sejumlah SMP juga tercatat kekurangan Ruang Kelas Belajar (RKB).

sementara waktu. “Kalau men-
gacu pada standar nasional, itu
harus ada. Tetapi meskipun
memanfaatkan ruangan lain,
dengan diskat, aktivitas bela-
jar tidak mengganggu proses
belajar-mengajar. Semua ber-
jalan baik,” terangnya.
Disampaikan lebih lanjut,
kekurangan RKB pada jenjang
SMP juga masih menjadi per-
soalan. Sesuai hasil pemetaan,
kondisi itu membelit SMPN .
2 Dawan sebanyak enam
ruangan, SMPN 1 Semara-
pura SMPN 3 Semarapura
masing-masing tiga ruangan

lakukan pembangunan tak
ini. Atas hal tersebut, untuk
sementara sekolah menerap-
kan double sift.

“Kalau SMPN 4 Nusa Peni-

da tidak kurang kelas. Tetapi
ba_nguna_nnya rusak parah.
Ini nantinya akan dibangun

: =4 ulang)”,‘ §
! it Hentatn

Klungkung I Nyoman Suwirta,
paling lambat 2019 tidak ada
lagi sekolah yang kekurangan
sarana dan prasarana.

! taka'n‘ masih tergolong me-.
madi. Sesuai target Bupati -

- Hal tersebut, oleh Sukadana
optimis terealisasi jika angga-
ran yang diberikan langsung
dalam jumlah besar. Pasalnya,

‘ hitungélihyé; dibutuhkan

ls’é’li'if‘qr a?np 40 miliar. “Ka-
au misalnya pagu anggaran
diberikan Rp 10 miliar, kan
sudah pasti tidak bisa tuntas,”
pungkasnya. (kmb45)
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